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I. Pendahuluan
Konsep wasiat di dalam Islam adalah termasuk perbuatan penting yang secara jelas dan tegas disebutkan di dalam banyak ayat Alquran dan beberapa Hadits shahih. Di dalam ayat-ayat Alquran kata-kata wasiat dipakai dalam beberapa macam bentuk kata, ada yang dalam shighat fi’il maadli, fi’il mudhori’, ada yang dalam bentuk mashdar dan dengan makna yang bermacam-macam pula.
Diantara makna kata wasiat di dalam Al-quran adalah dengan makna menentukan hukum contohnya, “Allah menentukan hukum untukmu tentang anak-anakmu, bagi lelaki sebanyak bagian dua perempuan”.[footnoteRef:1] Ada kata wasiat dengan makna menyampaikan pesan tentang sesuatu, termasuk tentang harta benda untuk dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia dan juga dengan makna lain. Dalam istilah hukum islam, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.[footnoteRef:2] [1:  Lihat selengkapnya tentang ayat ini di dalam surat an-Nisa’ ayat 11.]  [2:  https://www.google.com/search?q=makna+wasiat+dalam+islam&rlz= 1C1GCEB_enID1029ID1029&oq=makna+wasiat+dalam+islam&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMggIAxAAGBYYHjIICAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHtIBCDU2MTRqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8.] 

Secara khusus kata wasiat di dalam konsep hukum Islam adalah terkait dengan pernyataan seseorang yang merasa sudah dekat dengan kematian atau merasa ajalnya sudah dekat, yang lazimnya terkait dengan hartanya agar dilakukan sesuatu diberikan kepada seseorang yang disebutkan dalam wasiatnya yang biasa disebut dengan penerima wasiat. Semula wasiat itu dianjurkan diberikan bagi kedua orang tua dan keluarga dekat berdasarkan ayat 180 Surat al-Baqarah[footnoteRef:3] yang artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara baik, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”(Q.S. Al-Baqarah : 180). [3:  Dalam kajian tafsir ahkam, hamper dalam seluruh tafsir terhadap ayat ini para mufassir mengatakan atau berpendapat bahwa ayat 180 surat al-Baqarah ini sudah dimansukhkan dengan ayat-ayat mawarits.] 

 Akan tetapi setelah turun ayat al-mawaris yaitu ayat-ayat al-Quran yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam, maka kewajiban wasiat bagi kedua orang tua dan kerabat dekat, sudah tidak diperlakukan lagi, karena bagi kedua orang tua dan kerabat sudah ada bagiannya di dalam hukum fara’idh, baik sebagai zawil furudh ataupun sebagai ‘ashabah.
Namun di dalam perkembangan hukum Islam berkembang suatu istilah lain di dalam hukum wasiat, yakni yang dikenal dengan istilah washiat wajibah, yang semula diperkenalkan di Mesir, namun dalam perkembangan terbaru di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, wasiat wajibah ini juga dianut, meskipun baru sebatas hak dari anak angkat dan orang tua angkat. Akan tetapi di dalam perkembangannya akhir-akhir ini wasiat wajibah bukannya hanya diterapkan di dalam masalah kewarisan anak angkat dan orang tua angkat, bahkan sudah diterapkan juga untuk ahli waris yang terhalang oleh karena berpindah atau berbeda agama. 
Pertanyaannya adalah apakah pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang karena ahli waris tersebut sudah berpindah agama ke luar dari agama Islam adalah sudah tepat dan benar sudah memenuhi azas kepantututan dan azas keadilan?
II. Pembahasan.
A. Pengertian Wasiat Wajibah
Wasiat dalam makna lughowi secara umum adalah ucapan pernyataan dari seseorang yang masih hidup tentang sesuatu hak biasa terkait dengan harta dan sejenisnya, yang akan dilaksanakan setelah dia meninggal dunia. Dalam pengertian lughowi kata wajibah dapat diartikan sebagai wajib atau yang mesti dilaksanakan. Jadi secara sederhana wasiat wajibah adalah wasiat yang mesti dilakukan. Dalam pengertian istilahnya wasiat wajibah dapat dimaknai sebagai wasiat yang otomatis, dengan makna meskipun seseorang tidak berwasiat kepada seseorang yang sangat dekat dengannya tapi tidak termasuk ahli warisnya, maka secara hukum dia dianggap berwasiat, secara hukum bahagian hartanya dapat diberikan kepada orang dekatnya tersebut sebagai bahagian wasiat wajibat.
Mengutip dari pengertian wasiat wajibah yang dibuat oleh Bismar Siregar dan Eman Suparman, Syafi’I mengatakan, “Tidak ada definisi secara formal mengenai wasiat wajibah dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Namun demikian Bismar siregar mengungkapkan bahwa,  wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara’. Eman Suparman dalam bukunya berkomentar bahwa wasiat wajibah adalah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.[footnoteRef:4] [4:  https://media.neliti.com/ media/ publications/ 271167-wasiat-wajibah-dalam-kewarisan-islam-di-48def31a.pdf] 

Dari pengertian yang dibuat oleh Bismar Siregar dan Eman Suparman dapat dipahami bahwa wasiat wajibah adalah wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian warisan karena halangan syara’, pelaksanaannya tidak tergantung kepada kemauan yang meninggal dunia atau pewaris.
Masalahnya adalah seseorang tidak berwasiat karena sengaja tidak mau berwasiat atau karena kelupaan, akan tetapi secara hukum dia dianggap berwasiat dan Hakim akan melaksanakan atau mengakomodir wasiatnya tersebut di dalam putusannya. Maka oleh karena itu, Hakim harus mempertimbangkan apa ada indikasi yang menunjukkan bahwa si pewaris itu memang sengaja tidak berwasiat karena tidak suka atau karena tidak rela hartanya diberikan kepada seseorang.

B. Histori Wasiat Wajibah.
Menurut Rahmat Yudistiawan, S.Sy pemikiran awal tentang wasiat wajibah adalah problem, bagian waris dari cucu yang orang tuanya sudah meninggal, yang menurut hukum waris konvensional, status warisnya dia mahjub atau terhijab oleh pamannya. Inilah masalah yang menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan ahli hukum Islam di Mesir, karena anak yatim yang sangat membutuhkan biaya, malah terhijab dari warisan kakeknya dan ini disebut dengan masalah kewarisan cucu yatim. 
Komentar Rahmat selanjutnya, “kembali kepada pembahasan cucu yatim yang mencerminkan tema ijtihad kontemporer yang diterapkan di Mesir. Menurut hukum Islam, seperti yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, cucu tidak berhak menerima bagian waris jika ia bertemu dengan anak laki-laki atau dengan kata lain ia terhalang oleh anak laki- laki. Ketentuan ini didasari bahwa anak laki-laki tentunya lebih dekat dan didahulukan dibandingkan cucu yang yatim. Maka, anak dari anak tidak boleh memperoleh harta warisan selama pemilik bagian yang sudah ditetapkan dengan jelas (dzaw al-furud) masih ada. Anak dari anak yang telah meninggal dunia (cucu) ketika ayahnya masih hidup, dengan demikian, juga tidak mendapat hak waris, jika terdapat satu orang atau lebih anak laki-laki.
Ketentuan ini dianggap oleh beberapa kalangan ahli hukum di berbagai dunia muslim sebagai ketentuan yang kurang memberikan rasa keadilan kepada cucu. Untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan ini, para ahli hukum Islam di dunia mencoba memperkenalkan ketentuan wasiat yang meskipun tidak dibuat oleh pewaris harus dilaksanakan. Ketentuan ini dikenal dengan konsep wasiat wajibah. Dan hal tersebut bila kita runut melalui pembahasan sejarah reformasi di bidang hukum   khususnya   mengenai   waris,   Mesirlah   yang   memprakarsai ketentuan mengenai wasiat wajibah ini dan memperkenalkannya pada beberapa negara muslim lainnya.[footnoteRef:5] [5:  Untuk lebih jauh mengenai sejarah wasiat wajibah di Mesir dapat dilihat pada https://www.pa-situbondo.go.id/images/file_manager/artikel/Historisitas_Pembaruan_Hukum_Isl.%20rahmat%20yudistiawan.pdf] 

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa wasiat wajibah ada kreasi ijtihad para ulama Mesir untuk menutupi rasa ketidakadilan jika cucu yatim tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, maka untuk ijtihad Ulama Mesir ialah memberikan hak kepada cucu yatim tersebut melalui jalan wasiat wajibah. Jadi hukum warisnya tidak dirobah tetapi ada ijtihad baru yang disebut dengan wasiat wajibah tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa disini wasiat wajibat, adalah upaya pemberian harta warisan kepada kerabat yang dianggap pantas mendapatkan bagian dari harta pewaris, tetapi karena dia terhijab sebagai waris dan pewaris tidak membuat wasiat untuknya, maka menurut hukum dia dianggap telah melakukan wasiat.[footnoteRef:6] [6:  Dalam hukum Islam di Indonesia, dalam menyelesaikan kasus cucu yang terhijab ini, juga ada pembaharuan hukum Islam yang disebut dengan ahli waris pengganti. Namun ahli waris pengganti hanya untuk anak laki-laki atau perempuan yang orang tuanya telah meninggal, terlebih dahulu sebelum meninggalnya pewaris. Dalam kasus seperti ini, si anak yang orang tua meninggal terlebih dahulu tersebut menggantikan posisi orang tuanya itu, tetapi tidak boleh melebihi besar bagian dari ahli waris yang sederajat dengan orang tuanya itu. Tentang hal ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal ] 

Ijtihad Mesir ini juga akhirnya merambat ke negara-negara Muslim lainnya, yang mengalami permasalahan kewarisan dan ketidakadilan yang sama dan jiwanya akhirnya juga sampai ke Indonesia. Meskipun tidak persis sama, karena wasiat wajibah di dalam Kompilasi Hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan problema ketidak adilan hukum antara anak angkat dengan tua angkatnya.
Mari kita lihat ke dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat wajibah ini. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. Ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
Di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ini diatur tentang saling mendapat bagian antara anak angkat dengan orang tua angkat. Dalam 2 pasal ini diatur bahwa anak angkat dan orang tua angkat akan mendapat wasiat wajibah bila keduanya tidak mendapat wasiat, maksudnya wasiat biasa yang bukan wasiat wajibah. Jika keduanya tidak mendapat wasiat maka hukum memberikan wasiat wajibah kepada keduanya[footnoteRef:7]. [7:  Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat melalui wasiat wajibah. Tidak ada aturan tentang wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhijab karena perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya.] 

Berbeda dengan hukum Islam yang dulu berlaku di Mesir, dimana di Mesir wasiat wajibah dijadikan solusi bagi cucu yatim yang tidak mendapat bagian waris karena terhijab, sedangkan di Indonesia wasiat wajibah dijadikan solusi bagi anak angkat dan orang tua angkat yang tidak mendapat wasiat. 
Namun meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah hanya menyangkut hak anak angkat dan hak orang tua angkat, akan tetapi dalam implementasinya ketentuan pasal Kompilasi Hukum Islam itu telah berkembang sedemikian rupa sampai kepada ahli waris yang terhijab karena perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris tersebut. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung dapat kita temui penggunaan wasiat wajibah terhadap ahli waris yang berbeda agama atau bukan beragama Islam yang seperti pewaris.
Terdapat beberapa rechtsvinding atau ijtihad mengenai wasiat wajibah dalam yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap. Misalnya dalam putusan No. 368 K/AG/1995 dan putusan 51K/AG/1999. Dalam   perkara   yang   diputus   dengan   putusan   368 K/AG/1995, Mahkamah Agung memutuskan sengketa waris dari pasangan suami isteri yang memiliki 6 (enam) orang anak. Salah satu anak perempuan mereka telah berpindah agama ketika orang tuanya meninggal dunia.
Sengketa ahli waris dimintakan salah satu anak laki-laki dari pewaris atas harta yang dimiliki oleh pewaris. Dalam tingkat pertama, salah satu anak perempuan tersebut terhijab untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. Tingkat Banding mementahkan putusan tingkat   pertama dengan memberikan wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian anak perempuan kepada anak perempuan yang berpindah agama. Tingkat Kasasi menambahkan hak anak yang berpindah agama dengan wasiat wajibah sebesar anak perempuan lainnya atau kedudukan anak yang berpindah agama tersebut sama dengan anak perempuan lainnya.
Dalam putusan Mahkamah Agung No. 51K/AG/1999 tertanggal 29 September 1999 menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama   Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Pewarisan dilakukan menggunakan lembaga wasiat wajibah, dimana bagian anak perempuan yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris.
Selain itu terdapat juga putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/ 2010 memberikan kedudukan isteri yang bukan beragama Islam dalam  harta peninggalan  pewaris  yang beragama  Islam. Isteri yang bukan beragama Islam mendapatkan warisan dari pewaris melalui lembaga wasiat wajibah besarnya sama dengan kedudukan yang sama dengan isteri yang beragama Islam ditambah dengan harta bersama.[footnoteRef:8] [8:  https://media.neliti.com/ media/ publications/ 271167-wasiat-wajibah-dalam-kewarisan-islam-di-48def31a.pdf.] 

Di dalam beberapa putusan Mahkamah Agung di atas dapat dilihat bahwa ada pemberian wasiat wajibah yang tidak sebagaimana diatur di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Tapi menurut penulis karena ini bersifat ijtihadiyah, maka bagi seorang Hakim yang menangani perkara warisan seorang pewaris yang muslim sedangkan salah satu ahli non-muslim, maka di dalam menerapkan wasiat wajibah, Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan antara pewaris dengan ahli warisnya seperti tersebut di atas, sekali lagi menurut penulis harus dipertimbangkan apakah pewaris rela dan ikhlas kalau dia tau bahwa sebagian harta peninggalannya diberikan oleh Hakim kepada salah seorang ahli warisnya yang tidak seagama atau berbeda agama dengannya. 
Jika ada tanda-tanda bahwa sebelum meninggalnya pewaris tersebut antara pewaris dengan ahli warisnya tersebut terjadi perseteruan atau permasalahan sengit yang disebabkan oleh murtadnya salah seorang anaknya misalnya, sehingga pewaris tersebut sebelum meninggalnya telah memutuskan hubungan dengan anaknya tersebut karena perpindahan agama tersebut. Maka dalam kasus seperti ini apa adil bila Hakim menerapkan wasiat wajibah? Meskipun pewaris yang tidak rela dengan tindakan ahli warisnya yang pindah agama tersebut, pewaris tersebut tidak berwasiat tetapi secara hukum dia harus dianggap berwasiat untuk memberikan sebagian harta peninggalannya kepada ahli warisnya yang pindah agama tersebut.
Karena masalah wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris adalah masalah ijtihadiyah, maka tidak boleh bertentangan dengan nash syar’iy dan dengan maqashidus syari’ah. Untuk itu Majelis Hakim yang akan menerapkan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama tersebut harus mempertimbangkan dengan mendalam apakah penetapan wasiat wajibah tersebut telah memenuhi azas kepatutan dan keadilan atau ada petunjuk atau dalil yang membuat penetapan wasiat wajibah tersebut tidak memenuhi azas keadilan dan azas kepatutan, sehingga tidak patut untuk diterapkan dalam kasus tersebut.
III. Penutup
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Wasiat wajibah adalah wasiat otomatis secara hukum. Meskipun si pewaris tidak ada berwasiat akan tetapi secara hukum dia dianggap berwasiat kepada orang-orang dekat yang patut mendapat bagian dari harta peninggalannya, tetapi terhijab karena suatu alasan hukum.
2. Wasiat wajibah tidak terdapat di dalam nash al-Quran atau Hadits, akan tetapi merupakan hasil ijtihad fiqhiyyah, yang di awali oleh Ulama Mesir dalam rangka mengatasi ketidakadilan bagi cucu yatim yang terhijab oleh pamannya.
3. Kemudian wasiat wajibah di Indonesia diadopsi di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam rangka memberikan penyelesaian masalah keadilan dalam kasus kewarisan anak angkat dan orang tua angkat.
4. Di dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia wasiat wajibah diterapkan di dalam kasus ahli waris yang bukan beragama Islam, karena alasan dia terhijab oleh perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya.
5. Karena wasiat wajibah itu merupakan hasil ijtihad dan merupakan kebijakan demi mengatasi ketidakadilan dan demi memenuhi azas keadilan dan kepatutan bagi orang yang sangat dekat dengan pewaris, akan tetapi dia terhalang karena sesuatu alasan hukum, maka di dalam menerapkan wasiat wajibah itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan seperti apa ketidak adilannya tersebut? Seperti apa azas kepatutan yang ingin diterapkan itu terutama sekali di dalam menerapkan wasiat wajibah bagi ahli waris yang sengaja keluar dari agama Islam.
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